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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan, maka simpulan dari 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

1. Implementasi Hospital byLaws RSUD Pariaman merupakan wujud 

implementasi good corporate governance pada RSUD Pariaman 

melalui peraturan internal rumah sakit dengan struktur kelembagaan 

yang jelas, dalam HBL RSUD Pariaman telah memuat perlindungan 

terhadap Unsur Manajemen, Komite- komite RSUD Pariaman. 

Peranan HBL sendiri telah terjalankan dengan sesuai aturan karena 

Ruang Lingkup yang mengikat RSUD Pariaman sendiri terdapat 

dalam HBL tersebut dimana apapun bentuk kegiatan di RSUD 

Pariaman memiliki dasar di dalam HBL. Dalam peningkatan 

pelayanan di RSUD Pariaman yang sesuai standar merupakan langkah 

dalam memberikan kualitas layanan kesehatan yang optimal untuk 

masyarakat yang mana dalam pelayanan dokter, staff medis, karyawan, 

cleaning service, dan satpam mengikuti Standar Operasional Prosedur 

yang mana RSUD telah berpedoman pada Peraturan Gubernur No 36 

tahun 2011 tentang pedoman penyusunan SOP. 

2. Bentuk pertanggungjawaban dokter muda melakukan magang di 

RSUD Pariaman didasarkan pada perjanjian kerjasama yang dilakukan 

antara Universitas dimana mahasiswa berasal dengan kepala daerah 

daerah setempat dalam hal ini Walikota Pariaman. Dokter muda tidak 
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memiliki hubungan hukum lansung dengan RSUD Pariaman, kecuali 

jika ada kesepakatan khusus. Hubungan hukum terjadi MoU antara 

Universitas dan RSUD Pariaman, yang mengatur program pendidikan 

profesi dokter muda di RSUD Pariaman. Penyelesaian sengketa antara 

dokter muda, rumah sakit, dan pasien disesuaikan dengan tingkat 

kesulitan sengketa. Jika sengketa bersifat kecil, disarankan 

musyawarah, terutama jika pasien merasa tidak puas dengan tindakan 

dokter muda. Untuk sengketa besar, musyawarah tetap menjadi 

prioritas, namun jika tidak teratasi, penyelesaian melalui jalur hukum 

menjadi opsi. Terkait sanksi terhadap dokter muda, Fakultas 

Kedokteran memiliki kewenangan, dan kolaborasi dengan rumah sakit 

dilakukan untuk mendalami kasus dan menentukan sanksi yang tepat. 

B. Saran 

Rumah Sakit Daerah Pariaman telah mencapai pencapaian yang 

memuaskan dengan menerapkan Hospital byLaws secara baik dan terus 

meningkatkan pelayananya setiap tahun. Namun, untuk meningkatkan 

kepuasan pasien, terutama dalam pelayanan rawat inap BPJS, beberapa 

saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut : 

1. RSUD Pariaman memerlukan peninjauan kembali terkait proses 

penugasan kamar rawat inap BPJS dan dapat di evaluasi sistem 

prioritas dan penempatan pasien sesuai dengan tingkat kebutuhan 

medis. 

2. Diperlukannya peningkatan jumlah kamar rawat inap yang tersedia 

untuk pasien BPJS. Hal ini dapat membantu mengurangu waktu 
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tunggu pasien BPJS dan memastikan ketersediaan tempat tidur 

sesuai kebutuhan. 

3. RSUD Pariaman dapat melibatkan pihak BPJS Kota Pariaman 

dalam diskusi dan pemecahan masalah dan dapat membantu 

memahami tantangan yang dihadapi oleh RSUD Pariaman. 

Melakukan pertemuan berkala dengan perwakilan BPJS dengan 

membuka ruang dialog yang konstruktif untuk meningkatkan 

kerjsama dan efisiensi proses. 

4. Pihak RSUD Pariaman dapat memberikan pelatihan lebih lanjut 

yang dapat diberikan kepada staf medis terkait penanganan pasien 

BPJS. Dengan meningkatkan pemahaman staf medis terhadap 

kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pasien BPJS, 

diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam proses pelayanan. 

5. RSUD Pariaman dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan 

penerapan teknologi, seperti sistem reservasi kamar online atau 

aplikasi berbasis teknologi informasi lainnya. Hal ini dapat 

memudahkan pasien BPJS untuk mengakses informasi, mengurangi 

waktu tunggu, dan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih 

efisien. 
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